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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS] LAMPUNG 

PERATURAN BUPATT LAMPUNG BARAT 
NOMOR I TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOI\ilAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA PEl<ON TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. babwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon wajib 
Elitatausahakan dengan ba-ilf1 dan disusun mulai dari 
perencana.an, pengelolaan dan pertanggungjawaban; 

b. bahwa dalam rangka perencanaan da.n penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 
Anggaran 2019, perlu disusun suatu pedoman yang 
akan digunakan oleh Pemerintah Pekon dalam 
merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Pekon; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

1 , 

dimal<sud dalam huruf a: dan b , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tabun 
Anggaran 2019; 

Undang-Unaang Namer 6 'rahun 1991 lentang 
pembentukan Kabupaten Daerab Tingkat IT Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republfk 
Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5495); 
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3 . Undang-Undang Nomor 23 1'ahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu□ 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Ngmor 123; Tambaha11 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Trunbaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntang 
Dana Desa Yang Bersuml>er Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Ta.inbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5694); 

6 . Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Peogelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republiklndonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmig1-asi Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Perioritas Penggunaan Dana JJesa Tahon 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
193); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 
ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1838); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahon 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 
4); 

JO. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentuka.n dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaTat 
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Aggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2019; 
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12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Pekon; 

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 
2018 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi aclalah Provinsi Lampung. 

2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat. 

4. Bupati adalah Bupat.i Lampung Barat. 

5 . Pekon adalah Desa atau yang d.isebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengacur dan mengurus urusan 
pemeri.ntahan, kepentingan masyarakat setempat 
benlasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, 

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
lndonesia. 

7_ Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat 
Pekon sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan 
Pekon. 

8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya 
disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari pendudu k Peko1'\ berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang
undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas 
dan disepakati. bersama LHP. 



10. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki 
Pekon meliputi kewenangan dibidaog pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pemhangunan 
Pekon, Pembinaan J<emasyarakatan Pekon, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan 
praka.rsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat 
Pekon. 

11. Keuangan Pekon adalah se.mua hak dan kewajiban 
Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuat.u berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon. 

12, Pengek>laan Ke\1anga-n Pekon adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, da:n 
pengawasan keuangan Pekon. 

13. .'\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disi:ngkat APl3D, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah Ka.bupaten Larnpung 
Barat yang dibahas dan disetujui bersarna oleh 
pemetintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut 
APBPekon, adalah Rencana Tahunan Pemerintah 
Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemeri:ntah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan 
serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon 

15. Sumber Pendapatan Pekon adalah penerimaan 
penclapaan Pekon yang terdiri atas pendapatan asli 
Pekon (terdiri atas hasil usaha, basil aset, swadaya 
dan pru·tisipasi, gotong royong, dan lain-lain 
pendapatan asli Pekon), alokasi Anggaran Pendapata:n 
dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Dacrah 
dan retribusi Daerah, alokasi dana Pekon yang 
merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten, ba.ntuan keuangan dari /\nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, 
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 
ketiga; dan lain-lain pendapata.n Pekon yang sah. 

16. Alokasi Dana Pekon, sela.njutnya disingkat ADP, 
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 
dalam Anggaran Pendapat.an clan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

17. Dana Desa yang selaajut□ya disi:ngkat DD adalah 
Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang 
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat dan Tak terduga. 



18. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapat.an dan 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerab Kabupaten adalah bantuan 
keuangan dari pemerintah pusat, propinsi dan 
kabupaten kepada Pekon merupakan upaya untuk 
mendukung pembangunan rx:merintah Pekon dalam 
melaksanakan program dan kegiatan tertentu. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang 
selanjutnya disebut APBPekon adalah rcncana 
keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang <libahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah Pekon dan LI-IP 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon. 

20. Pengadaan Barang/Jasa Pekon yang selanjutnya 
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah 
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
pemerintah Pekon, baik dilakukan dengan cara 
swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon 
yang selanjutnya disingkat PKPK-Pekon adalah Peratin 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggani.kan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Pekon. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon yang 
selanjutnya disingkat PPK-Pckon adalah perangkat 
Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Pekon. 

23. Juru Tulis Pekon adalah Perangkat Pekon yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 
Pekon yang menjalankan t.ugas sehagai koordinator 
PPK-Pekon. 

24. Kepala Urnsan selanjutnya disebut Kt\UR adalah 
Perangkat Pckon yang bcrkcdudukan sebagai staf 
sekretraiat Pekon yang menjalankan tugas PPK-Pekon. 

25. Kepala Seksi selanjutnya disebut KASI adalah 
Perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai 
Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPK-Pekon. 

26. Rekening Kas Pekon adalab tempat menyimpan uang 
Pemerintah Pekoo yang menampung seluruh 
penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Pekon pada Bank Pemerint.ab. 

27. Sadan Usaha Mllik Pckon sclanjutny a discbut 
BU.MPekon adalah Badan Usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimilki oleh Pekon melalui 
penyertaan langsung atau yang berasal dari kekayaan 
Pekon guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha 
lainuya untuk sebesar-besarnya kesejahte:raan 
masyarakat Pekon. 



28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mcmpercanggungjawabkan uang 
pendapatan Pekon dalam rangka pelalcsanaan 
APBPekon. 

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahalcan, dan mempertauggungjawabkan uang 
untuk kepcrluan belanja Pekon dalam rangka 
pelaksanaan APBPekon. 

30. Tim Pelaksana Kegiatan Pekon yang disingkat TPK
Pekon adalah tim yang ditetapkan oleh Peratin <lengan 
Surat Keputusan, tercfui dari unsur pem.erintah Pekon 
dan unsur lembaga kemasyarakatan Pekon untuk 
melaksanakan pengadaan harang/jasa. 

31. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara 
pendapatan Pekon dan belanja Pekon. 

32. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara 
pendapatan Pekon dan belanja Pekon. 

33. Pembiayaan Pekon adalah semua pene1imaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
dlsingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periodc anggaran. 

35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidal< dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 

36. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau 
perorangan yang menyediakan barang/jasa. 

'J7, Swakelola adalah kegiatan pengaeaan ba~g/jasa 
dimana pekerjaannya direncanakan, dlkerjakan 
dan/atau diawasi sendiri oleb tim pengelola kegiatan. 

38. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK 
adalah pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan 
berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD). 

39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang 
selanjuLnya disingkat RPJM-Pekon adalah dokumen 
perencA1111An Pekon unt.uk perimle 6 (enam) tahun. 

40. Rencana Kerja Pembangunan Pekon yang sclanjutnya 
disingkat RKP-Pekon a<lalah hasil musyawarah 
masyarakat Pekon tentang program clan kegiatan yang 
akan dilaksanakan untuk periode l (satu) tahun. 
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41. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Pekon yang selanjutnya disingkat RKA-SKP-Pekon 
adaJah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi program dan kegiatan SKP~Pekon serta anggaran 
yang cliperlukan untuk melaksanakannya. 

42. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang clisediakan dan rencana 
penarikan r:lana untuk kegiatan yang dilaksakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBPekon. 

43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
1,elanjutnya DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang clisediakan 
dan rencana penari.kan dana untuk kegiata.11 yang akan 
dj]aksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
d.itetapkan dalam perubahan APBPekon dan/atau 
perubahan penjabaran APBPekon, 

44. Dokurnen Pelaksana Anggaran lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya 
berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

45. Rencana Anggaran Kas Pekon yang selanjutnya clisebut 
RAK Pekon adalah Dokumen yang memuat arus kas 
masuk da11 arus kas keluar yang cligunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk mendnnai 
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh Peratin. 

46. Surat Permintaan Pembayarem yang selanjutnya 
dlsingkal SPP adalah dokumen pengajuan untuk 
mendanai kegiatan pengadaan barang danjasa. 

47. Aset l>ekon adalah barang milik Pekon yang berasal 
dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas 
beban APBPekon a.tau perolehan hak lainnya yang sah. 

48. Barang Milik Pekon adalah kekayaan mil~ Pekon 
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 

49. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok 
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah 
Pekon dalani penyusunan, pembahasan dan penetapan 
APBPekon. 
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Pasal 2 

(l) Pedoman penyusunan APBPckon Tahun Anggaran 
2019, meliputi: 
a. sinkronisasi kebija.kan Pemerintah Daerah dengan 

kewenangan Pekon dan RKP Pekon; 
b. prinsip penyusunan APBPekon; 
c. kebijakan penyusunan APBPekon; 
d. teknis penyusunan APBPekon; 
e. mekanisme penyaluran dan Pencairan Pendapatan 

Pekon (Pendapatan Transfer) 
f. mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pekon (APBPekon); 
g, penatausahaan, pelaporan dan J,>ertanggunjawabam 
h. tim koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan; dan 
i. hal lain dalam penyusunan APBPekon. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada. ayat (l) 
tercantum dalam l..ampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan da.ri Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera.turan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung Ba.rat. 

Ditetapkan di Liwc\ 
pada tanggal ll1 J=• 201~ 

BUPATT LAMPUNG BARAT, 

PA LMABSUS 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 10 Jo.nuc,r, 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN1..c;~uvl!'"UNG BARAT, 

'-

ERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NO MOR 1 



LAMPlRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR : / , T~HUN 2019 
TANGGAL : l a J anw,1"1 20J 9 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA PEKON TAHUN ANCGARAN 2019 

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pekon Dengan Kebijakan Pemerinta.h Daerah 
Kabupaten Lampung Barat. 

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan 
bahwa RKPD Tahun 2019 men1pakan penjabaran tahun keempat dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan juga merupakan 
kcsinambungan upaya pembangunan y ang terencana dan sisternatis serta 
dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan 
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan 
ak:untabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas bidup rnanusia dan 
masyarakat secara berkelanjutan. 

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program priorit.as 
pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju , 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
t.en tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 
Tatac<1ra Penyusunan, Pengendalianl Dan Evaluasi Pelaksa_naan Reneana 
Pemban.gunan Daera.h. 

bb 
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daera.h sebagaimana yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, maka Terna 
Pembaogunan Daerab pada Tahun 2019 yaitu mengangkat Visi, Misi , Tujuan dan 
Sasaran "Ten11Ujudnya Kabupaten Lampung Barat llebat dan Sejahtera• 

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas 
pembangunan sebagai berikut : 
1. Peningkatan Perekonomian Daerah MelaJui Pemberd.ayaan Potensi Unggulan; 
2. Peningkatan minat baca bagi masyaraJcat melalui Literasi; 
3. Pengelolaan Hutan milik Pekon dan lingkungan hidup melalui Kon.servasi ; dan 
4. Tanggap darurat bencana Sosial maupun bencana aJam dalam keadaan mendesak 

skala Pekon . 

Berdasarkan uraian tersebut , maka yang akan dilaksanakan oleb Pemerintahan 
Pekon pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah 
Kabu.paten Lampung Barat_ 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 
Pe<ioma-n Pembangunan 'PekQn, bahwa Prioritas1 program dan kegiatan 
Pembangunan di Pekon dirumuskan bcrdasarkan penilaian tcrhadap kebutuhan 
masyarakat Pekon yang meliputi: 
a . peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan tekois dan sumber daya lokal yang tersedia; 
d. pengembanga.11 ekonomi pertanian berskala produktif; 
e . pemanfaata n teknologi t.epat. guna untuk kemajuan ekonomi; 
f . pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Pckon; 
h . peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyaraka1. Pekon berdasarkan 

kebutuhan masyarakat Pekon; dan 
,.; 0_?2_ .....,lr.~,,;U:,;:;K:::'V::":M;:r;;;tan kapasitas masyarakat den lembaga kemasyarakata.n Pekon. 

I 



II. PRINSIPPENYUSUNAN APBPekon 

Penyusunan APBPekon Tahu11 Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut: 
l. Scsuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan 

urusan dan kewenangannya; 
2. Tepat wakt.u, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan 

akses informasi seluas-luasnya tcntang APBPekon; 
4. Pa.rtisipat.iI, dengan melibatkan masyarakat; 
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi 

clan peratu,an Pekon lainnya. 
7, Semua pe:nerimaa11 (baik dalam bentuk uang; m.aupun 'barang Elan/atau jasa) 

clianggarkan dalarn APBPekon, 
8. Seluruh pendapatan dan b~laja di.anggarkan secara bruto. 
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat clicapai serta 

berdasarkan. ketentuan perundang-u ndangan. 
l 0. Penganggaran pengeluaran harus clidukung dengan adanya kepastian 

ketersecliaan penerimaan dalam jumlah cukup da:n harus didukung dengan 
<lasar hukum yang melandasinya. 

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon 
Kebijakan ,vang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam pecyusunan 
APBPekon Tahun Anggaran 2019 terka.it dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon 
dan pembiayaan Pekon. 

1. Pendapatan Pekon 
Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalarn APBPekon Tahun Anggaran 2019 
merupaka.n perkiraan yang terukur secara rasional clan memiliki kepastian 
serta: dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Pekon melipur.i semua 
pent"riroaan uang melalui rekening Pekon. yang merupakan hak Pekon dalam l 
(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pekon. 
a. Pendapatan asli Pekon 

Pendapata.n asb Pekon adalal1 penerimaan Pekon yang diperoleh atas usaha 
sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Pekon, baik dalam bentuk hasil usaha 
Pekon, hasil kekayaan Pekonm hasil swadaya dan pa:rtisipasi, hasil gotong 
royong, dan lain-lain pendapatan a .sli Pekon yang sah. 
l) Hasil usaha Pekon 

Hasil usaha Pekon adalah seluruh hasil usaha perekonomian Pekon yang 
dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh 
pemerintah Pekon yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Pekon. 
Contoh Sadan Usaha Milik Pekon (Bum-Pekon), Lumbung Pangan 
Masyarakat Pekon (LPMAP), Usaha Ekonomi Pekon Simpan Pinjam (UEP
SP), Hasil usaha melaltti kcrjasamao Pekon dengan pihak kctiga, dan lain• 
la.in hasil usaha Pckon yang sah. 

2) Hasil pengelolaan kekayaan Pekon 
Hasil kekayaan Pekon adalah seluruh kekayaan Pekon yang dilakukan 
secara swakelola oleh pemerintah Pekon yang menimbulkan penerimaan 
bagi pendapatan Pekon. Seperti 'ranah Kas Pekon, Pasar Pekon Pekon, 
Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan lkan yang dikelola oleh 
Pekon, dan lain-lail1 kekayaan mnik Pekon. 

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat Swadaya dan 
part.isipasi, serta Gotong royong masyaraka.t adalah seluruh bentuk 
kontribusi masyarakat Peken1 baik de-lam eentuk ba-r11:ng GE\¼1 tenagf.l· (ya-ng 
dapat clinilai dengan uang) maupim dalam beutuk uang yang 
meni.mbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, 

-----.-:-:-::-;::__:l?artisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor 
KASAG Pekon. 
HIJKUI, 



4) Lain-lain pendapatan asli Pekon yang sah 
Lain-lain pendapatan asli Pekon yang sah adalah penerimaan Pekon (yang 
tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Pekon, hasil kekayaan Pckon, hasil 
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong masyarakal.) ,seperti hasil 
penjualan kekayaan Pekon dan Bunga Bank. Sumber pendapatan 
sebagaimana tersebut diatas, harus ditetapkan dalam Pcraturan Pekon dan 
Kcputusan Peratin. 

b. Transfer. 
1) Dana Pekon yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Dana Pekon yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belru1ja negara 
yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran 
pe.ndapatan dan belanja kabupaten dan digunakan llntuk membiayai 
penyelenggaraan pei:nerintahan, pelaksanaan pembangunan1 f3embinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan 
sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan 
Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon Di Kahupaten Lampung Barat 
Tahun Anggaran 2019. 

2) Bagi.an dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Pekon yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan 
retribusi daerah. 8agian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dianggarkan sesuai Peraturan Bu pati tentang Penetapan Rincian Besaran 
Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Pekon Di Kabupaten Lampung Barat 
Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, 
penganggaran pendapatan dari Dana Pekon didasarkan pada tahun 
sebelumnya. 

3) Alokasi Dana Pekon (ADP). 
AlokasJ Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan 
yang ditetima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Jang selanjutkan 
dialokasikan ke Pekon. Alokasi Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintaha.n Pekon Di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019. 
Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran 
pendapatan dari Dana Pekon didasarkan pada tahun sebelumnya. 

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD. 
Adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada 
Pekon merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah 
Pekon dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan 
dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan 
apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintab Kabupaten Lampung Barat. 

c. Pendapatan Lain-lain 
1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima 
oleh pemerintah Pekon berupa dana tunai. 

2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah. 
Lain-lain pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil 
kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berloka-si di 
Pekon. 

3) Pen dapatan lain-Jain dianggarkan apabila sudal1 ada kesepaka1.an t.erlulis 
antara Pemerintah Pekon dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan 
Pekon dan Keputusan Peratin. 



Relanja Pekon harus digu.nakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Pekon yang 
menjadi kewenangan pemerintah .Pekon yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan 
hak asal usul, kewenangim lokal berskala Pekon, kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, pemerintah provi.nsi, at.au pemerintah kabupaten, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja Pekon yang ditetapkan dalam A.PBPekon digunakan dengan ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan penyelengaraan Pemerintahan Pekon 
pelaksanaan pcmbangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan 
pembertlayaan masyarakat Pekon; dan 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon 
digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tu njangan Pera.tin dan perangkat Pekon; 
2. operasional pemerintahan Pekon; dan 
3. tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan; 

Klasifikasi Belanja Pekon terdiri atas kelompok: 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon; 
b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon; 
c. Pembina.an Kemasyarakatan Pekon; 
d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan 
e. Belanja Tak Terduga. 

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 
dibagai menjadi 5 (lima) Bidctng meliputi: 

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 
1) Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon; 

Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon ditentukan dengan memperhatikan 
jumlah ADP terkecil yang ditelima Pekon S@-Kahupaten barnpung Barat seti-ngi
tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADP yang djterima, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Penghasilan tetap Perati.n setinggi-tinggi.nya sebesar Rp. 2.600.000,- setiap 

bulannya; 
b. Pcnghasilan tetap perangkat Pekon Setinggi-tingginya adalah : 

- Sekreta.ris Pekon non PNS setinggi-tinginya sebesar 
Np. 1.800.000,- setiap bulannya; 

- Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Pemangku setinggi-tingginya 
sebesar Rp. 1.300.000,- set.iap bulannya; 

c . Penghasilan tetap perangkat Pekon hanya dapat dibeyarkan setiap bulannya 
kepada perangkat Pekon; 

2) Tunjangan 
1. Tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon : 

Merupakan Tambahan Penghasilan yang ditetima oleh Pera.tin, Juru Tulis, 
l{asi, Kaur dan Perangkat Pekon Lainnya baik yang PNS a.tau non PNS dibiayai 
dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung 
Barat dengan Perincian sebagai bcrikut : 
l) Besa.ran Tunjangan Pera.tin dibcrikan setinggi-tingginya sebesar 

Rp. 800.000,- (Delapan Rattts Rupiah) Per bulan 
2) Besa.ran Tunjangan Juru Tulis diberikan setinggi-tingginya 70 % (Tujuh 

Puluh Persen) dari tunjangan Pera.tin dan disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan Pekon. 

3) Besa.ran Tunjangan Kasi, Kaur dan Perangkat Lainnya diberikan setinggi-
tingginya 50 % (Lima Puluh Pcrscn) dari Penghasilan Peratin dan disesuaikan 

----,-:7~~~gan kemampuan ~uangan Pekon , 
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2. Tunjangan LHP : 
Merupakan Penghasilan LHP yang dibayarkan setiap bulan dibiayai dari Alokasi 
Dana Pekon (ADP) yang bersumber APBD Kabupaten Lampung Barat dengan 
perincian sebagai berikut : 
1) Tunjangan Ketua setinggi-tingginya Rp. 850.000,- (Satu Juta Rupiah) per 

bulan. 
2) Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp. 550.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) 

perbulan. 
3) Tunjangan Sekretaris Rp. 450.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

perbulan. 
4) Tunjangan Anggota Rp. 350.000,- (Li.ma Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per 

bulan. 

3 , Aoapun b@saran biaya p€rjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Pekon dan 
LHP adalah sebagai berikut: 
a. biaya perjalana11 dinas terdiri dari 

- uang harian yang meliputi uang makan, uang saku. 
- biaya transport. 
- biaya penginapan. 

b. biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas sekurang
kurangnya 1 KM ( Satu Kilo Meter) dari pusat Pekon. 

c. biaya perjalanan din11s s~h11gaimana huruf a untuk uang harian dibayarkan 
secara Lumpsu m. 

d. biaya peijalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang transport dibayar 
sesuai dengan biaya Rill. 

e. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang penginapan 
clibayarkan sesuai dengan biaya Rill standar i;atuan biaya penginapan dan 
jika pelaksanaan perjalanan d.inas tidak menggunakan fasiJitas hotel, 
penginapan lainnya atau menginap dirumah saudara / warga maka 
diberikan biaya pengi.napan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar 
satuan biaya penginapan, format terlampir. 

f. dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak 
diperoleh bukti pembayaran, maka yang melakukan pe1jalanan dinas 
membuat daftar perjalanan Riil untuk biaya transfortasi tersebut yang 
disetujui Peratin Format terlampir. 

BESARAN BIAYA PERJALANAN DlNAS UNTUK APARATUR PEKON DAN 
LEMBAGA HllvlPUN PEMEKONAN (LHP) 

Vang Harian 

I Ap11ratur Dalam 
NO Pekon dan 1 P -k LHP eon 

~r~~a~~ 75.000 I 1 Pel LHP 

Uanu Pencrinanan 
I 

Aparatur Dalam 
NO Pekon dan Pekon 

LHP 

Aparatur 
1 Pekon dan -

LHP 
J; --
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Tbu Kota 
Ka bu paten/ 
Kecamatan 

125.000 

Ibu Kota 
Kabupaten/ 
Kecamatan 

200.000 

Keluar 
Daerah 
Dalam 

Provinsi 
L§t!np_ugg _ ,_ 

150.000 

Keluar 
Daerah 
Dalam 

Provinsi 
Larnpung _ 

I-

300.000 

fbu Kota 
RI/ Luar 
Provinsi 

300.000 

Tbu Kota 
RI/ Luar 
Provinsi 

400.000 



Uan ortasi 
Aparatus 

NO Pekon dan 
LHI" 

1 
Aparatus 

Pekon dan 
LHP 

Perjalanan 
Da.rat 

Bia.ya Rill/ 
K ebutuhan 

Nyata (/\t 
Cost\ 

3) Operasional Pemerintahan Pekon; 

-
Pesawat 

Kapal Laut Udara 

Biaya Riil/ Biaya Riil/ 
Kebutuhan Kelas Nyata (At 

Ekonomi Cost1 

a. Belanja penyediaa.n Administrasi Perkantoran & Ra.pat 

Kereta Api 

Biaya Riil/ 
Kebutuhan 
Nyata (At 

Cost\ 

b. Belanja Peningkatan Sarana clan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja : 
- pengadaan Komputer/Laptop, l?inger Print dan Internet Pekon; 
- Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya; 
- Pengadaan mebelair, lemari, plang, pa.pan struk-tur organisa si, larnbang 

burung garuda, foto presiden dan wakil pnisiden, bendera merah putih dan. 
c. Belanja. Perjalanan Dinas Pemerintahan Pekon; 
d . Bclanja operasional Pemerintahan Pekon; 

4) Penunjang Operasional LHP; 
Besa.ran anggaran Penunjang Operasional LHP adalah sebesar 7,5% dari juml.ah 
Behan Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang dipergunakan antara 
lain untuk : 
a. Bia.ya alat tulis kantor; 
b. Seragam Anggot.a LHP; 
c. Biaya rapat pembahasan Peraturan Pekon; dan 
d . Belanja lnsentif LHP. 

5) Rekruitmcn Perangkat Pekon; 
Penetapan Anggaran Rekrutmen Perangkat Pekon dipergunakan untuk Belanja 
'rahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Pekon secara serentak di tingkat 
l<ecamatan atau Kabupaten setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-. 

6) Rekruitmen LHP; 
Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggot:a Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) 
dipergunakan unruk Belanja Taha.pan pelaksanaan Pemilihan anggota LHP melalui 
Pemilihan di wllayah Pekon setinggi-tingginya Rp. 2 .500.000,-. 

7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon; 
Penetapan Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon disesuaika.n 
dengan kebutuhan rutin Pekon, diantaranya diperunt.ukan untuk belanja sebagru 
benkut: 
a . Belanja Pegawai, antara lain : 

► lnsentif Staf Pengolah Data (Operator) (1 orang) Rp. 750.000,- setiap 
bulannya; 

► lnsentifStafkebersihan (1 orang) Rp. 400.000,- setiap bulannya; 
► lnsentifMantri Tani Pekon Rp. 500.000,- setiap bulannya ; 
► tnsentif Jaga/Raksa Pekon Rp. 250.000,- setia.p bulannya dengan ketentuan 

juml.ah personil maksimal 4 (empar) orang; 
► insentlt Staf Sekretarlat LHP ( 1 brang) Rp. 300.000,- setiap bulannya; dan 

b . Belanja Barang dan Jasa, antara lain : 
- Belanja Ba.rang Ha.bis Pa.kai: 
- Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Pera.tin, Perangkat dan tanggungannnya 

sebanyak 3 orang serta maksimal kelas 11, bagi Perangkat Pekon dan 
tanggungannya Kelas III ; 

KA9AG. 
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- Belanja Pendidikao dan Pelatihan Aparatur Pekon dan LHP; dan 
- Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan; 
- Penyediaan Bahan Bacaan, Adveto1ial dan Perundang-undangan. 

c. Belanja Modal penunjang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, diantaranya : 
- Belanja Modal Jaringan Komputer /Tnten1et {System lnformasi d.i bidang data 

Pekon); 
- Belanja Modal Kendtu-aan Dinas Roda 2 (sepcda motor), maksimal 2 (dua} 

Unit bagi Pekon yang beluin pengadaan; 

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon (RPJMPekon & RKPPekon); 
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon 
untuk review dokumen RPJMPekon dan penyusunan dokumen RKPPekon tahun 
2019 sctinggi-tingginya Rp. 3.500.000,-. 

9) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; 
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggara.n Pendapatan 
dan Belanja Pekon (APBPekon) Tal1un 2019 dan Perubahan Tahun 2019 setinggi
tingginya Rp. 3.500.000,-

10) Penyusunan LPPPekon dan LKPJ Pekon Tahun Anggaran 2019; 
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusuna.n Dokumen Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (LPPPekon) Tahun Anggaran 2019 dan 
Laporan Keteranga.i1 Pertanggungjawaban Pekon (LKPPekon} Tahun Anggaran 2019, 
setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-. 

l. l) Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon (Musrenbang-Pekon); 
Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon maksimal sebesar 
Rp. 3.500.000,-

12) Musyawarah Pekon; 
Musyawaral1 Pekon adalah musyawarah antara Lembaga 1-limpun Pemekona.i1, 
Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan olch Lembaga 
Himpun Pemekonan (LHP) untuk menyepakaLi ha] yang bersifat strategis, antara 
lain: 
a. penataan Pekon; 
h. perenc.anaan Pekon (RAJMPekon, RKPPekon dan APBPekon); 
c. kerja sama Pekon; 
d. rencana investasi yang masuk ke Pekon; 
e. pembentukan BUMPekon; 
f. penambahan dan pelepasan aset Pekon; 
g. kejadian luar biasa; dan 

Anggaran Musyawarah Pekoo maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- untuk l kali 
Kegiatan Musyawarah Pekon dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat 50 
orang yang berasa1 dari bebera.pa unsur masyarakat. 

13) Pemilihan Pera.tin; 
Pe.milihan Peratin, Pergantian Antar waktu (PAW) dilakukan melaJui Musyawarab 
Pekon dengan anggaran maksim.al Rp. 40.000.000,-

14) Pendataan Profil Pekon; 
Anggaran Pendataan Profil Pekon digunaka.11 untuk, a.i1tara lain uncuk belanja 
pcgawai dan belanja barang/jasa. 



B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 
Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Pekon dilakukan dengan Pola Padat Karya 
yang kegiatannya n1engacu pada RRIMPekon/RKPPekon dan/atau hasil mus_yawarah 
Pekon yang akan diatur kemudian dengan berpedoman pada tata cara Pengadaan 
Barang dan Jasa sesuai dcngan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Pekon. 
1) Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan lnfrastruktur Dan Lingkungan Pekon, 

diantaranya : 
a. Sarana Prasarana. Air Bersih; 
b. Pembangunan jalan ekonomi produktif; 
c. Pembangunan ja!an llngkungan; 
d . Pembangunan irigasi Pekon; 
e. Pembangunan Drainase; 
f, Pemeangunan jembatan anlar Pek-0n1 
g, Pembangunan Gedung Pemerintahan; 
h . Pembangunan Gedung/Balai/Kantor; 
i. Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Pekon (PoskesPekon); 
j. Pembangunan Gedung Sarana Olah Raga; 
k. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman; 
L Perbaikan sarana publik dalam skala Pekon; 
m. Perbaikan sa.rana prasarana kesehatan dan pendidikan; 
n. Pemeliharaan Jaringan Internet (Broadband terpadu); 
o. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting dan kewenangan Pekon; dan 

2) Pengembangan, Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan 
Dan Kebudayaan, dianta.ranya; 
a. Tnsentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud disesuaikan Peratu.ran Pekon dan 

kemampuan Pekon masing-masing; 
b . Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud ; 
c . Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah; 
d. Taman Bacaan Masyarakat.; 
e. Sarana Paud; 
f. Sarana Madrasah Dinjyah; 
g. Taman Pcndidikan Al-Qur'an; 

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan dan 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, diantaranya : 
a . Pengembangan Pekon Wisata; 
b . Pembangunan Pasar Pekon; 
c. Revitalisasi Pasar Pekon dan Kios Pekon; 
d. Pembentukan BUMPekon; 
e. Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri; 
f. Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna; 
g. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan Milik Pekon; 
h. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Pekon; 
i. Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan; 
J . Pembangunau Embung Pekon; 
k. Pengembangan Benih Lokal; 
I. Pengembangan Ternak Secara Kolektif; 
m. Pembangunan dan Pengek,la.an Tambatan Perahu; 
n. Penyertaan Modal BUMPekon; 
o. Pengadaan Alat Mesin Pertanian; 
p. Publikasi/Dokumenter Usaha Pekon; dan 



4) Pelestarian Llngkungan Hidup. 
a. Pembangunan MCK; 
b. Pemeliharaan/pemanfaatan Lahan Pekarangan; 
c. Pembentukan Bank Sampah; 
d. Sarana kebersihan; 
e. Oerakan kebersihan Pekon; 
f. Konservasi Penghijauan tlutan Pekon yang berdaya ekonomi; dan 

C. Bidang Pembina.an Kemasyarakatan 
1 . Pembinaan Jembaga adat; 

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan unt.uk Belanja Penunjang 
Operasional Lembaga Adat. 

2, Pembinaan kesenian tradisionali 
Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja 
Penunjang Pembinaan Kesenian Tradisional Pekon. 

3 . Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN); 
Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntuk:an untuk Belanja 
Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan 
hari-hari besar lainnya. 

4. Peringat.an Hali Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ); 
Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Keagamaan diperunt ukan untuk 
Belanja Penunjang pelaksanaan PHBl & LPTQ 

5. Forum Kerukunan Keagamaan Pekon; 
Penecapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Pekon diperuntukan unhik 
Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti: 
a. Pengajian Rutin Pekon; dan 
b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lai11nya. 

6. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan; 
Penetapan. Anggaran Bantuan stimulan sarana clan prasarana keagamaan 
diperuntukan untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana keagamaan 
bersifat stimulanihibah. 

7. Jnsentif Bulanan; 
· Insentif TP· PKK; 
- lnsentif LPMP; 

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
l. Penguatan Posyandu; 

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kem.asyarakatan Pekon melalui : 
a. Operasional kegiatan Posyandu setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- / Kader 

yang dibayarkan pada setiap bulannya dan di sesuaikan (lengan kemampuan 
keuangan Pekon; 

b. Bela.nja Barang dan jasa lainnya. 

2. Penguatan Kelembagaan Perempuan; 
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain untuk belanja pegawai, 
belanja barang/jasa dan be.lanja Modal. 

3. Penguatan Kelembagaan Lf'M / KPM; 
Kegjatan Penguatan Kelembagaan LPM/KPM antara lain untuk Belanja 
Penu.njang Operasional ke.gi.atan LPM/KPM. 



4. Penguatan Kelembagaan LPM / KPM; 
Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 
- Pengadaan Seragam Linmas dan Perlengkapan Lainnya; 

5. Penguatan Kelembagaan Kepemudaan (Karang Taruna); 
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan antara lain untuk Belanja 
Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan. 

6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 
Kegiatan BBCRM adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan tingkat 
Pekon dan tingkat Kabupaten. 

7 . Mitigasi Bencana Skala Pekon; 
Kegiatan ini merapakan upaya untulo mengurangi resiko benoana1 baik rnelalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kema.rnpuan 
tTH:m.ghatlapi ancaman bencana. 

8. Teknologi Tepac Cuna (TTG); 
Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan kegiatan untuk menumbub kembangkan 
daya kreatltitas masyarakat Pekon dalam pemanfaatan Teknologi. Anggaran 
digunakan antara lain untuk belanja pegawal dan belanja barang/jasa. 

9. Peningkatan Kapasitas Peratin, Aparatur Pekon, LHP dan Kelembagaan 
Masyarakat Pekon: 
Anggaran kegiatan digunakan antara lain untuk belanja barang/jasa berupa 
Pengiriman Peserta Pelatihan atau dapat dilaksanals:an di Pekon maupun di Badan 
Pendidikan dan Pelatihan yang berbadan Hukum Resmi. 

I 0. Evaluasi Perke1nbangan Pekon (Lomba Pekon), merupakan kegiatan masing
masing Pekon uncuk menciptakan Pekon yang berdaya saing digunakan untuk, 
antara lain untuk belanja pegawai, bela~ja barang/jasa dan belanja Modal. 

E. Bidang Tak Terduga 
1. Bant:uan stimulan Penanggulangan Bencana Skala Pekon; 

Bant.uan St.imulan Penanggulangan Rencana dapat berupa bantuan langsung 
berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum 
atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana 
penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, 
Pelbed, tandu, dan Jainnya sesuai dengan kebutuhan. _Banturu.1 tersebut dapat 
dikeluarkan dengan Keputusan Peratin dan Pe.rsetujuan Lembaga Himpun 
Pemekonan. 

2. Lain-lain Belanja Tak Terduga. 
Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 
belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa 
pembiayaan/dana Cadao.gan yang apabila tidak digunakan dapat diperbitungkan 
druam penentuan jumlah SiLPa Tahun Anggaran berikutnya. 

Kegiatan sebagaimana dirnaksud terdiri atas jenis belanja : 
l) penanggulangan bencana; 
2) keadaan darurat; dan 
3) keadaan mendesak. 

3. Pembiayaan 
Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kemhali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 



• 

Pembiayaan Pekon terdiri atas kelompok: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Penerimaan Pembiayaan mencakup: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. Pencairan Oana Cadangan; dan 
c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang clipisahkan. 

4. SiLPA 
SiLPA antara Jain pelampauan penerirnaan pernlapatan terhadap belanja, 
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan l~jutan yang digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 

realisasi belanjaJ 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

cl i selesaikan . 

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2019 ditetapkan. 

Pencairan dana cadangan digunakan unluk menganggarkan pencairan dana 
cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk 
menganggarkan basil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan. 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan 
b. Penyertaan Modal Pekon. 
Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan 
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 
satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan 
Pekon, Peraturan Pekon tersebut paling sedikit memuat: 
a. penetapan r.ujuan pembent.ukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahu.nan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumberdanacadangan;dan 
e. tahun anggaran pelalrnanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisiban atas penerimaan 
Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara 
khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana 
cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan 
tidak melebihi tahun akhir masajabatan Pcratin. 

F. Pemerintah Pekon dapat melaksanakan program dan kegiat.an sel.ain yang dituangkan 
dalam Peratu.ran Bupati ini sesuai dengan kewenangan Pekon yang diatur dalam 
Peraturan Pekon dan di.putuskan dalam musyawarah Pekon . 

rv. Teknis Penyusunan APBPekon 
Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2019, Pemerinr.ah Pekon dan LHP 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dalam Penyusunan APBPekon tetap berpedoman pada: 

a . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
b . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagimana telah diubah 
,u:;;::;,1KAwAAijcer:aturan Pernerintah Nomor 47 tahun 201.5; 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Pekon; 

d. Peraturan Bupari Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Pekon . 

2. Dalam Rangka membelikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai 
wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkat.kan kesejahtera.an masyarakat, 
agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPckon Tahun Anggaran 
2019 secara tepat waktu, yaitu paling lambat l (satu) bulan setelah AP8[) 
Kabupaten ctitetapkan; 

3. Scjalan dcngan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi 
jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyuimna11, Penyampaian 
kepada LHP, dan persetujuan LHP; 

4. Secara Materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
dengan rencana ke,ja Pemerintah Pekon (~KP-Pekon) dengan RAPBPek0n, sehingga 
APBPekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional , Daerah dan 
Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 
di Pekon; 

5. Perubahan APBPekon Tabun Anggaran 2019 diupayakan dilakukan setelah 
penetapan Peraturan Pekon tentang: perlanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon 
Tahun Anggaran 2018. Dalam ha\ laporan pertanggungjawaban terlambat 
ditetapkan, Pemcrintah Pekon tetap melakukan Perubahan APBPekon dan dapat 
dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Program dan kegiat.an yang ciitampung 
dalam perubahan APBPekon agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan 
APBPekon Tahun Anggaran 2019. 

V. MEKAN!SME PENYALURAN DAN PENCATRAN PENDAPATAN PET<ON (PENDAPATAN 
TRANSFER) 
1. Pekon harus memiliki Rekening pada Bank Pemerintah; 
2. Tahapan Penyaluran dan pencairan pendapatan Pekon (pendapatan transfer 

diatur sebagai berikut: 
a . Dana Pekon yang bersumber dari APBN pemindahbukuan dari !-<KUN ke RKUD 

untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari ~KUD ke RKP: 
1 ). Dilakukan 3 (tiga) Ta hap sebagaimana diatur dalam Menteri Keuangan 

Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu ta.hap 
1 (satu) 20% (Dua puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling 
lambat minggu ketiga bulan Juni, tahap 11 (dua) 40% (Empat puluh persen) 
paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 
dan tahap III (tiga) sebesar 40% (Empat puluh persen) paling cepat bulan 
Juli. 

2). Penyaluran tal1ap 1 (satu) dapat dilakukan sctelah Bupati menerima 
Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan laporan realisasi penggt.maan 
Dana Pekon Tahun Anggaran sebelumnya. 

3). Penyaluran Tahap II (duaJ dapat ctilakukan setelah Bupati menerima 
laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I 
(satu) pa1in.g kurang Dana Pekon tahap l (satuj, dengan ketentuan: 
a. Penyerapao paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 
b. rata-rata capaian output menunjukkan paling kura.ng 50% (lima puluh 

persen). 
4). Penyaluran Tahap Ill (tiga) dapat dilakukan setelab Bupati menerima 

laporan dari Perati11 mengenai realisasi penggunaan Dana Pekon tahap II 
(dua) paling kurang Dana Pekon tahap IJ (dua), dengan ketentuan: 
a. Penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 
b. rata-rata capaian output menimjukkan paling kurang 50"/o (lima puluh 

persen). 
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b . Alokasi Dana Pekon (ADP) bersumber dari APBD Kabupaten: 
1). Dilakukan pencairan dan penyaluran 3 (tiga) Tahap yaitu tahap 1 (t1atu) 

20% (Dua puluh persen), tahap Tl (dua) 40% (Empat puluh persen) dan 
tahap· III (tiga) sebesar 40"/4' (Em pat puluh persen) . 

2). Penyaluran tahap T (satu) dapat dilakukan setelab Bupati menerima 
Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan laporan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran sebelumnya. 

3). Penyaluran Tahap 11 (dua) dapat dilakukan setelah Bupati menerima 
laporan clari Peratin mengenai realisasi penggunaan Alokasi Uana Pekon 
(ADPJ tahap I (satu); 

4). Penyaluran Tahap 111 (tiga) dapat dilakukan setelah Bupati menerima 
laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan Alokasl Dana Pekon 
(ADP) tahap U (dua). 

c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerab: 
Penyaluran setelah masing-masing Pekon mendapatkan pagu definit if. 
Permintaan pencairan dilaksanakan pada saat pencairan Alokasi Dana Pekon 
(ADP) tahap Lil (tiga) . 

d . Bantuan Provinsi: 
Besaran dan penggunaan dana mcngacu pada petunjuk teknis (Julmis) yang 
ctikeluarkan Provinsi, apabila tidak ada julmis yang mengamr tentang 
peruntukan dana bantuan tersebut maka dapat digunakan sesuai dengan 
kebutuhan Pekon pcncrima bantuan . 

3. Mekanisme Penca.iran dan Penyaluran Anggaran Pendapatan Pekon (Pendapatan 
Transfer): 
a . Pandangan secara. Umum Mekanisme Pencairan dan Penyaluran APBPekon. 

1) Peratin mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I / 
tahap n / tahap nr dan Alokasi Dana Pekon (ADP) tahap I / lahap TI / dan 
tahap III kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masya rakat 
dan Pekon setelab mendapat rekomendasi dari Camat dan telah. dilakukan 
verifikasi oleh Tim Koordloal$i dan Fasilitat1i Tingkat Kecamatan: 

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon akan meneruskan dan 
merekomendasikan pennohonan berikut lampirannya (rincian lampiran 
pada J ulmis peraturan ini) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD); 

3) Pendapatan Pekon (Pendapatan Transfer) disalurkan melalui Kepala Badan 
Pengelola.a.n Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku, yang cticairkan melalui transfer dana dari Rekening 
Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umun1 Pekon. 

b. Persyaratan Pencairan APBPekon. 
Syarat Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 
(Pendapatan Transfer) Tah un Anggaran 2019 sebagai berilrut: 
1) Dana Pekon yang bersumber dari APBN 'l'ahap r (Kesatu) 20 % (Dua Puluh 

Pernen) dengan melampirkan : 
a . Surat Permohonan penyalutan Dana Desa Tahap 1 (Kesatu) kepada 

Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pekon Kabupaten Lampung Barat ; 

b. Surat Bukti Pengeluaran Tahap l (Kesatu) yang ditandatangani dan di 
scempel Peratin diatas Materai @ 6000 (CS); 

c. Surat Rekomendasi Camat; 
d. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang 

bersangkutan ditandatangani Camc'tt diatas Materai @ 6000; 



e . Surat Pemyataa.11 Peratin sanggup mempertang,,aungjawabkan pcnyerapan 
Dru.1a Desa Tahap l (Kesatu) Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan 20 
% (Dua Puluh pe;rsen) dit.andatangani Peratin dan di stempel dia atas 
Materai @ 6000; 

f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 
{APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g. RA.B 100 % {Seratus persen) yang bersumber dari Dana Desa 1'ahun 
Anggaran 2019; 

h. RAB 20 % {.Dua Puluh persen) Tahap I (Kesatu) yang bersumber dari Dana 
Desa Tahun Anggaran 2019; 

i. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Terakhir Tahun 
Anggaran 2018; 

j. Fote copy Buku Rekcning Bank Pe1'on yang ditunjuk dan dilegalisir 
Peratin; 

k. Fote copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; 
l. Fote copy KTP Peratin dan Oendahara Pekon dilegalisir Camat. 

2) Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Tahap T (Kesatu) 20 % 
(Dua Puluh Persen) dengan melampirkan : 
a. Surat Permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap 1 

(Kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pcmberdayaan 
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat; 

b. Surat Bukti Pengeluaran Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani dan di 
stempel Peratin diatas Materai@6000 (CS); 

c. Surat Rekon1endasi Carnat; 
d. Betita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang 

bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai@ 6000; 
e. Surat Pemyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan 

Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap J (Kesatuj Tahun Anggaran 2019 yang 
dialokasikan 20 % (Dua Puluh pei•sen) ditandatangani Peralin dan di 
stempel dia atas Materai@ 6000; 

f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Pekon 
(APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g . RAB 100 % (Seratus persen) yang bersumber dari Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

h. RAB 20 % (Dua Puluh pen;en) Tahap [ (Kesatu) yang bersumber dari 
Alokasi Dana Pekon (ADP) Tabun Anggaran 2019; 

i. Laporan Realisasi Pe11ggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Semester 
Terakhir Tahun Anggaran 2018; 

h. Fote copy Buku Rekening Bank Pekon yang ditunjuk dan dilegalisir 
Peratin; 

j. Foto c.opy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; 
l. Fote copy KTP Peratin clan Bendahara Pekon dilegalisir Camat. 

3) Dana Pekon yang bersumber dari APBN Tahap Ii (keduaj 40 % (Ernpat 
Puluh Persen) dengan melampirkan : 
a. Surat Pe1n1ohonan penyaluran Dana Desa Tahap 11 (Kedua) kepada 

Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pekon Kabupaten Lampung Barat; 

b. Surat Sukti Pengeluaran Tahap fl (Keduaj yang ditandatangani dan di 
stempel Peratin diatas Materai@ 6000 (CS); 

c. Surat Rckomcndasi Camat; 
d. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang 

bersangkutan dita.ndatangani Camat diatas Materai@ 6000; 
e. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan 

Dapa Desa 'fahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan 40 
% (Empat Puluh persen) ditandatangani Peratin da.n di stempel dia atJls 

__ Materai@6000; 
•. -.;i-EI\Q.'';; 
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f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Pekon 
(APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g. RAB 100 % (SeT'atus persen) yang bersumber dati Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

h. RAB 40 °/o (Empat Puluh persen) Tahap 11 (Kedua) yang bersumber dari 
Dana Desa Tahun Anggaran 2019; 

1. Laporan Nealisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Tahap l (Kcsatu) 
Anggaran 2019; 

j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon yang ditunjuk dan dilegalisir 
Peratin; 

k. Foto copy .NPWP Pekon djJegalisir Pera.tin; 
l. Foto copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon dilegalisir Camat. 

4) Alokasi Dana Pekon yang oorsurnb@r dari APBD Tahap IT (Kedua) 40 %, 
(Empat Puluh Persen) dengan melampirkan : 
a. Surat Pcrmohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap IT 

(Kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampu.ng Barat; 

b. Surat Bukti Pengeluaran Tahap ll (Kedua) yang ditandatangani dan ill 
stempel Peratin diatas Materai @ 6000 (CS); 

c. Surat Rekomendasi Camat; 
d. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tun Fasilitasi Tingkat Kecamat.an yang 

bersangk'1.ltan ditandatangani Camat diatas Materai@ 6000; 
e. Surat Pemyataan Peratin sanggup mempcrtanggungjawabkan penyerapan 

Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap Il (Ke<l:ua) Tahun Anggaran 2019 yang 
ilialokasikan 40 % (Empat Puluh persen) ilit.andatangani Peratin dan di 
stempcl dia atas Matcrai @ 6000; 

f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 
(APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g. RAB 100 % [Seratus persen) yang bersumber dari Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

h. RAB 40 % {Empat Puluh persen) Tahap Il (Kedua) yang berstlmber dari 
Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2019; 

i. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) 
Tahun Anggaran 2019; 

j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon yang ilitunjuk clan dilegalisir 
Peratin; 

k. Foto copy NPWP Pekon ilikgalisir Peratin; 
l. Foto copy KTP Peralin dan Bendahara Pekon dilegali8ir Camac. 

5) Dana Pekon yang bersumber dari APBN Tahap lU (Ketiga) 40 '>/o (Empat 
Puluh Persen) dengan melampirkan : 
a. Surat Permohonan penyaluran Dana lJesa Tahap Ill (Ketiga) kepada 

Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pekon Kabupaten Lampung .Barat; 

b. Surat Bukti Pengeluaran Tahap Ill (Ketiga) yang clitandatangani dan di 
stempel Peratin diatas Materai@ 6000 (CS); 

c. Surat Rekomendasi Camat; 
d . Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang 

bersangkutan ditandatangani Camat diatas l'vlaterai @ 6000; 
e. Surat Pernyataan Peratin sanggup memperta.nggungjawabkan penyerapan 

Dana Desa Tahap !IT (Ketiga) Ta,hun Anggaran 2019 yang dialokasikan 40 
% (Empat Puluh persen) ditandatangaru Peratin dan di stempel dia atas 
Materai @ 6000; 

f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon 
(APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g. RAB 100 % (Seratus persenl yang bersumber dari Dana Desa Tahun 
----r.KA;;.,8A~GGlf1nggaran 20 l 9 ; 
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h. RAB 40 % (Empat Puluh persen) Tahap Lil (Ketiga) yang bersumbcr drui 
Dana Desa Tahun Anggru·an 2019; 

i. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Tahap ll (Kedua) 
Anggaran 2019; 

j. Foto copy Buku Rekening Bank Pekon yang d itunjuk dan dilegalisir 
Peratin; 

k. Foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; 
I. Poto copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon dilegalisir Camat; 

6. Alokasi Dana Pf' .. kon yang bcrsumber dari APBD Tahap III (Ketiga) 40 % 
(Empat Pu.luh Persen) dengan melampirkan : 
a . Surat Permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II 

(Kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakal dan Pekon Kabupaten Lamp\lng Barat; 

b. Surat Bukti Pengeluaran Tahap Ill (Ketiga) yang ditandatangani dan di 
stempcl Pcratin diatas Materai @ 6000 (CS); 

c. Surat Rekomendasi Camat; 
d. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang 

bersangkutan ditandatangani Cainat diatas MaLerai @ 6000; 
e. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan 

Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap III (Ketiga) Tahun Anggaran 2019 yang 
<lialokasikan 40 % (Empat Puluh pensen) ditandatangani Peratin dan di 
stempel dia atas Materai @ 6000; 

f. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belan,ja Pekon 
(APBPekon) Tahun Anggaran 2019; 

g. RAB 100 % (Seratus persen) yang bersumber dari Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

h. RAB 40 % (Empat Puluh persen) Tahap lTT (Ketiga) yang bersumber dari 
Alokasi Dana 1:'ekon (ADP) Tahun Anggaran 2019; 

i. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Pekon {ADP) Tahap 11 (Kedua) 
Tahun Anggaran 2019; 

j. Foto copy Buku Reken.ing Bank Pekon yang ditunjuk dan dilegalisir 
Peratin; 

k. Foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; 
l. Foto copy KTP Peratin dan Bcndahara Pckon dilegalisir Camat; 

VI. MEKAN[SME PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Bb:LANJA PEKON 
(APBPekon) 
1. Peruuahan APBPekon dapat dilakukan apabila: 

a . Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 
b . Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya harus digu,1akan dalam tahun berjalan; 
c. Te1jadi penambahan dan/ atau pengurangan dala:rn pendapatan pekon tahun 

berjalan; dan/atau 
d. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
e. Perubahan atas kebijakan pemerintah Pekon dan Pemerintah Daerah. 

2. Perubahan /\PBPekon hanya dapat d.ilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, 

3. Tata cara pengajuan perubahan APBPekon adalah sama dengan tara cara 
penetapan APBPekon. 

4. Dalam hal bantuan keuangan dru'i APBD provinsi dan APBD kabupaten serta 
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Pekon disalurkan setelah 
ditetapkan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon, perubahan diatur 

----r-::;d';,:;e~ Peraturan Peratin tentang Perubaban APBPekon dan peraturan tersebut 

0 
-n ~ ;llffbhhasJkan kepada LHP. 
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VII. PENATAUSAHAAN, PELAPORI\N DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
A. PENATAUSAHAAN 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Pekon dengan melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta mclakukan tutup buku 
setiap akhir bulan secara tertib. 

2. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Belanja Pendapatan 
dan Belanja Pekon (APBPekon), menggunakan: 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Kas Pembantu Pajak; 
c. Buku Kas Pembantu Panjar; dan 
c. Buku Kas Pembanru Bank. 

3. Penatausahaan APBPekon 
1). Pengadaan Barang dan Jasa: 

a. pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui swakelola oleh tin1 
pengelola kegiatan (TPK) meliputi kegiatan persiapan, pengawasan. 
penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan; 

b. terhadap kegiatan konstruks.i wajlb memperhatikan aspek padat karya 
menggunakan t.enaga kerja setempat dan p0t~nsi sumber daya setempat; 

c. rencana pelaksanaan kegiatan pal.in sedikit mcmuat: 
- jadwal pelaksana kegiatan; 

rencana penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan; 
gambar rencana kerja untuk pckJ:jaan koitstruksi; 
spesifikasi tek11is (jika diperlukan) dan rencana anggaran biaya 
iRAB). 

d. pelaksanaan kegiata.n dilakukan berdsarkan rencana oleh tim pengelola 
kegiat.an; dan 

e. tim pengelola kegiatan untuk pekerjaan konstruksi dapat menunjuk 
satu orang penanggungjawab teknis dari anggota tim pengelola kegiatan 
yang dianggap mampu, dan dapat dibantu personil dinas terkait serta 
dibantu pekerja {tukang/mandor). 

2). Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP): 
a. kepala seksl selaku koordinator pelaksana kegiatan mengajukan surat 

permintaan pembayaran (SPP) kepada peralin melalui juru tulis untuk 
pembiayaan pelaksanaan kegiatan; 

b. atas pengajuan SPP juru tulis mclakukan penelitian kelengkapan 
dokumen, menguji kebenaran/tagihan da.n menguji ketersediaan 
anggaran; 

c. atas pcrsctujuan juru tulis peratin menyetujui surat perintah 
pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi unt.uk clilakukan pembayaran 
melalui kaur keuangan; dan 

d . atas persetujuan peratin kaur keuangan melaksanakan pembayaran, 
melakuka.n pencatatan dan melaksanakan pemungut.an pajak. 

3). Pembayaran: 
a . kepala seksi menyerahkan dokumen surat perintah pembayaran (SPP) 

yang telah disetujui peratin kepada kaur keuangan; dan 
b . kaur keuangan melaksanakan pernbayaran sesuai dengan surat 

perlnt.ah pembayara11 (SPP) dan melakukan pencatatan at.as pengeluaran 
yang terjadi dalam buku kas umum. 



4). Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan: 
a . kepala seksi/pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belaoja kegiatan 
dengan mencatatkannya pada buku kas pembantu kegiatan; dan 

b. buku kas pembantu kegiatan yang dikerjakan oleh kepala 
seksi/pelaksana kegiatan betiungsi untuk mencatat semua transaksi 
penerimaan dan pengeluaran yang bcrkaitan dengan kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya. 

5). Prosedur penatausahaan penerimaan; 
a. penerimaan melalui kaur keuangan: 

- pihak ketiga menyetor mengisi surat tanda setoran (STSJ/tanda bukti 
lain; 
9endahara meneatat semua penerimaan dan menyet0,kan 
penerimaan kerekening kas pekon; dan 
bukti setoran berupa surat tanda setora:n/tanda bukti penerimaan 
Jainnya harus diarsipkan oleh bendahara secara tertib. 

b. penerimaan melalui Bank: 
- pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberilahuan setoran yang 

dilakukan melalui bank kepada kaur keuangan dengan melampirkan 
bukti penyetoran/slip setoran bank yang sah kerekening kas pekon; 
dan 

- Atas penyetoran tersebut kaur keua11gan melakukan pencatatan 
semua penerimaan yang disetor melalui bank pada buku bank. 

c. penerimaan melalui petugas pemungut: 
- peratin menetapkan petugas pemungut; 
- petugas pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam 

STS/tanda bukti lain untuk selanjutnya dapat menyetorkan 
penerimaan melalui bendahara atau melalui bank ke rekenlng kas 
pekon; 

- kas pelaksanaan tugasnya petugas pemungut menyampaikan 
pemberitahuan kepada peratin; dan 

- atas penyetoran tersebut bendahara melakukan pencatatan semua 
penerimaan yang disetor mel.alui bank pada buku bank. 

I3. PENGENAAN PAJAK. 
L Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Pekon dan 

penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan 
sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Pekon; 

2. Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) diberikan 
secara penuh dan utub ke Pekon tanpa pajak dari kas umum daerah ke 
rekening Pekon; 

3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Pekon (APBPekon) tersebut 
disetorkan oleh kaur keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

C. PELAPORAN 
1. Peratil;l menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon kepada 

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon berupa: 
a. laporan tahap pertama; 
b. laporan tahap kedua; clan 
c. laporan tahap ketiga/laporan akhir tahun. 

2. Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk penggunaan Dana Desa terdiri ata.s: 
a. capaian realisasi penyerapan; dan 
b. capaian realisasi output. 



3. T..aporan rea1isasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
berlaku untuk penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) ten:1.iri atas: 
a. penyerapan tallap pe:rtama; 
b. penyerapan tahap kedua; dan 
c. penyerapan tahap ketiga. 

D.PERTANGGUNGJAWABAN 
1. Peratin bertanggungjawab terbadap terhadap pengelolaan keuangan Pekon, 

secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang
undangan yang berlaku; 

2. Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
Al-'HPekon kepa.da Bupati melalui Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Pekon 
setiap akhir tahun anggaran; 

3 . Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon terdili dari 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana 
dimakcsud 13ada angka 2 diat-as ditetapkan 1:fongan peratu.ran Pek-onj 

5 . Peraturan Pckon tentang laporan pertanggungjawabau realisasi pelaksanaan 
APBPekon dilampiri: 
a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun 

anggaran berkenaan; 
b. format laporan kekayaan milik pekon per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan; dan 
c . format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 

pekon. 

6 . Penyampaian Peraturan pekon tentang Japoran pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBPekon disampaikao paling lambat 1 (satu) buJan setelall 
berakhirnya tahun anggaran 2019 (minggu keempat bulan Januali 2020). 

vrrr. TIM KOORDINASI DAN FASTLl'l'AST f'l£LAKSANA}\N 
A. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kabupaten terdiri 

dari: 
1. 1'im Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan dan Bclanja 

Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupateo : 
a . Tim Koord.inasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan Belaja 

Pekon (APBPekon) tingkat Kabupaten terdiri dari : 
1). Bupati Kabupaten Lampu.ng Barat; 
2). Wakil Rupati Kabupaten Lampung Barat; 
3) . Sekretarls Daerah Kabupaten Lampung Barat; 
4). Asisten Bidang Pemerintahan Kesejableraan Rakyat Setdakab. Lampung 

Barat; 
5) . Susunan /\nggota: 

a . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kahupaten La.mpung 
Barat; 

b. Inspektorat Kabupa.ten Lampung Barat; 
c. Bappeda Kabupaten Lampung Ba.rat; 
d. I3adan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat ; 
e. Bagian Pengadaan Ba.rang/Jasa; 
f. Bagian Hukum; 
g. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daera.h. 



2. Tugas Tim Koordinasi <Ian Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun pedoman pelaksanaan APBPekon; 
b . mempersiapkan berbagai hal yang terka:it dengan perumusan kebijakan 

APBPekon; 
c . merumuskan besaran APBPekon mulai dari perhitungan APRPekon minimal 

(APBPM] , dan APBPekon Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel
variabel dan bobot Pekon; 

d . menyusun formulasi APBPt:kon; 
e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanismepenglolaan APBPekon; 
f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat 

serta pihak lainnya dan mengkoor<linasikan kepada inspektorat Kabupaten; 
g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

APli!Peken bersama Tim l{oordinasi dan fi'asilitasi Tingkat Keea111atan dalam 
setiap proses tahapan kegiatan; clan 

h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan 
pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan 
dan pengambila1, kebijakan selanjutnya. 

3. Tim J<oordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkal Kabupaten ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

D. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekou Tlngkat Kecamatan: 
l. Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kecamatan, ,vaitu: 

a Camat sebagai Ket.ua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon 
Tingkat Kecamatan; 

b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi dan 
Fasilitasi APBPckon Tingkat Kecamatan; 

c. Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kasubbag. 
Keuangan Kecamatan sebagai Anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi 
Pelaksanaan APBPekon 1'ingkat Kecamatan. 

2. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan 
yaitu sebagai berik-ut: 
a. melaksanaka1, sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan inforrnasi 

tentang APBPekon; 
b. membina clan mengkoordinaslkan musyawarah perencanaan peinbangunan 

pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan; 
c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan APBPekon 

untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi 
tumpang tindih pembiayaan; 

d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian 
terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh APBPekon; 

e. merekomendasikan usulan pencairan APBPekon dari Pekon yang telah 
memenuhi persyaratan da.11 menyampa1kannya kepada Bupati Lampung Barat 
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 

f. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan 

g. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di wilayahnya 
masing-masing, 

3. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Ke~amat;in 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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IX. Hal-HaJ Lain Dalam Menyusun APBPekon. 
Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2019, selain 
memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan 
hal-hal lain, sebagai berikut: 
1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Pckon pada. tahun anggaran 2019 agar 

melakukan langkah-langkah, anta:ra lain: 
a . Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan 

memberikan perhatikan kbusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat clan 
mempercepat pembangunan infrastruktur yang yang mampu menunjang 
perekonomian Daerah kbususnya sektor rill; 

b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat 
langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memherikan perhatian khusus 
terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; 

c , Mempcrrc.epat daya serap anggaran , 8ehingga t'iiapat memperkecil Sil pa yang pada 
akhirnya rnampu menggerakkan perekonaomian di Pekon. 

2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintaban Pekon, Pemerin Lah Pekon agar 
menyesuiakan dengan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 1'ahun 
2018 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Pekon. 

3 . Dalam merenc.anakan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan 
Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon agar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT <lan Transmigrasi Nomor 16 Ta httn 
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun :.!019, berdasarkan pada 
prinsip-prinsip: 
a. keadilan, dengan mnegutamakan hak <lan kepentingan seluruh warga Pekon 

tanpa membeda-bed.akan; 
b . kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Pekon yang lebih 

mend.esak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 
sebaglan besar masyarakat Pekon; 

c. kewenangan Pekon, dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul clan 
kewenangan lokal berskala Pekon; 

d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat; 
e. swakelola dan berbasis sumber daya Pekon mengutamakan pelaksanaan secara 

mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Pekon, mengutamakan 
tenaga, fikiran dan keterampilan warga Pekon dan kearifan lokal; dan 

f . tipologi Pekon dengan mempertibangka.n kedaan dan kenyataan karakteristik 
geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, clan ekologi Pekon yang khas, serta 
perubahan atau perkembangan dan kemajuan Pekon. 

4. Prioritas penggunaan Dana Pekon untuk membi3Sai pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon. 

5. Penetapan pen&,,aunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Pckon, Pcrncrintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan unsw· 
masyarakat yang hadir dalam musyawaral1 Pekon rnembahas dan menyepakati 
penetapan pembangunan Dana Desa dijadikan dasar oleh LHP dan Pemerintah 
Pekon dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Pekon melalu.i Peraturan Pekon. 

6. Tata kelola keuangan f'ekon yang baik 
a. untuk terciptanya pengelolaan keuangan pekon yang baik, agar Pernerintah 

Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan adm.inistrasi 
keuangan pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen 
operasional, pelatihan, rnoniLoring dan evalua~i secara lebih akuntabel tlan 
transparan; 
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b. sebagai benruk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban. 
pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar 
rrtengupayakan dukungan terhadap pengembangan ilnplementasi Sistcm 
lnformasi Pengclolaan Keuangan Pekon; 

c . penlngkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur 
pengelolaan keua.ngan Pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan 
pclatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi infonnasi. mengupayakan 
pengisian (rekruitmfm) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengeloa.laan 
keuangan Pekon; 

d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan angga.ran 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pernerintah 
Kabupaten kepada Pekon; 

e, Peningkatan akuntabilitas Elan lransparam;i pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat wakcu dan 
penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

7. Kerjasama Pekon <la.lam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan yang melibatkan beberapa pekon untuk peningkatan pelayana11 
kepada masyarakat secara lehih efeklif dan efisien, pemerintah pekon <la.pat. 
menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama an tar pekon. 

8. Dalam rangk.a penganggaran kegiar.an yang pelaksanaannya lebih dari stu tahun 
anggaran (multi,yearsl, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian 
pekerjaan terlebih dahulu clibahas dan disetujui bersarna antara Pemerintahan 
Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi 
maksimum sama dengan sisa masajabatan Peratin yang ber$8.ngkutan. 

9 . Berkenaan dengan upaya peningkatan traosparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat mdakukan 
langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system 
pengendalian internal dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang 
bcrlaku. 

10. Dalam rangka Implementasi program percepa.tan pemberantasan korups! 
sebagaimana telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin 
untuk segera: 
a. Menerapkan prinsip-prinsip ta.ta pemerintahan yang baik; 
b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam 

pelaksanaannya; 
c. Bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan 

terjadinya kebocoran keuangan Pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, 
PAP maupun sumber keuangan lainnya. 

l l. Kegiatan Pisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya 
harus diatas tanah aset Pekon yang dibukti.kan dengan Surat Kepemilikan Tanah 
atas nama Pemerintah Pekon yang Sah. 

12. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Pekon berdasarkan hasil 
penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent/diluar 
Pekon. 

13. Pembayaran Tnsentif kepada Staf Pengolah Data, Bendahara Pekon, Petugas Jaga 
Pekon, Staf kebersiban, stafpelayanan umum dan staf sekretariat LHP dilakukan 
setelah ditetapkan dengan Keputusan Peratin. 

KABAG 
HUKtJ~.\ 



14. Standat Satuan Harga Untuk Honorarium Narasumbei- di Pekon dapat ditetapkan 
sebagai berikut : 
a . Honorarium Narasu:rnber/penceramah/Tutor untuk kegiata11 yang 

dilaksana.kan di tingkat Pekon setinggi-tingginya sebagai berikut : 
Esselon III/sederajat: 500 000,
Esselon IV /sederajat: 350.000,
Stai PNS : 250.000,-

Honorarium Narasumber/penceramah/ Tutor untuk kegjatan yang dilaksanaka.., di 
tingkat Kecamatan mengacu pada Ketentuan Standar Satuan Harga {SSH) Kabupaten 
LampungBarat Tahun 2019. 

· PAP.AF KOORDINASI 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

PAR~US 
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